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Abstrak 

Barang Milik Daerah (BMD) merupakan aset yang memiliki potensi untuk mendukung peningkatan Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) apabila dikelola secara efektif dan optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 

pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah serta mengetahui perannya dalam meningkatkan Pendapatan Asli 

Daerah Kota Malang periode 2021–2024. Penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan 

kualitatif. Data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui observasi, 

dokumentasi, serta identifikasi dokumen berupa laporan keuangan daerah, laporan Barang Milik Daerah, 

peraturan perundang-undangan, dan dokumen pendukung lainnya. Variabel penelitian meliputi pengelolaan 

Barang Milik Daerah dan Pendapatan Asli Daerah. Analisis data dilakukan melalui tahapan pengumpulan data, 

reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan 

Barang Milik Daerah di Kota Malang telah dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, pengadaan, penggunaan, 

pemanfaatan, penghapusan, dan penatausahaan aset daerah. Namun, pemanfaatan aset, khususnya melalui 

mekanisme sewa, masih belum optimal sehingga kontribusinya terhadap PAD relatif rendah. Penelitian 

menyimpulkan bahwa optimalisasi pemanfaatan BMD diperlukan untuk meningkatkan kontribusinya terhadap 

Pendapatan Asli Daerah Kota Malang. 

Kata Kunci - pengelolaan barang milik daerah, pemanfaatan aset, pendapatan asli daerah, sewa barang milik 

daerah 

 

Abstract 

Regional Assets (BMD) are assets that have the potential to support increased Regional Original Income (PAD) 

if managed effectively and optimally. This study aims to analyze the implementation of Regional Asset 

management and determine its role in increasing Malang City's Regional Original Income for the 2021–2024 

period. The study uses a descriptive method with a qualitative approach. The data used consist of primary and 

secondary data obtained through observation, documentation, and document identification in the form of regional 

financial reports, Regional Asset reports, laws and regulations, and other supporting documents. The research 

variables include the management of Regional Assets and Regional Original Income. Data analysis was carried 

out through the stages of data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results 

of the study indicate that the management of Regional Assets in Malang City has been implemented through the 

stages of planning, procurement, use, utilization, disposal, and administration of regional assets. However, asset 

utilization, especially through the rental mechanism, is still not optimal so that its contribution to PAD is 

relatively low. The study concludes that optimizing the utilization of BMD is necessary to increase its 

contribution to Malang City's Regional Original Income. 

Keywords - management of regional assets, asset utilization, regional original income, rental of regional assets 
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PENDAHULUAN   
Pembangunan yang dilaksanakan pemerintah pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. (Muskanan et al., 2025) Dalam pelaksanaannya, masyarakat memiliki peran 

penting sebagai subjek sekaligus penerima manfaat pembangunan. Namun, masih banyak proyek 

pembangunan daerah yang belum melibatkan masyarakat secara optimal sehingga hasil pembangunan 

tidak dimanfaatkan dengan baik dan akhirnya terbengkalai. (Kandey et al., 2024) Salah satu contoh 

yang sering ditemukan ialah pembangunan fasilitas umum yang tidak terawat akibat kurangnya 

pengelolaan dan pemeliharaan baik dari masyarakat maupun pemerintah daerah. Kondisi tersebut 

menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh proses pelaksanaan, 

tetapi juga oleh pengelolaan hasil pembangunan secara berkelanjutan. 

Salah satu hasil pembangunan daerah yang memerlukan pengelolaan optimal adalah Barang 

Milik Daerah (BMD). (Mahmud & Risendy, 2026) Barang Milik Daerah merupakan seluruh barang 

yang diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau berasal dari 

perolehan lain yang sah dan menjadi bagian penting dalam mendukung penyelenggaraan 

pemerintahan serta pelayanan publik. (Susanto & Sugiyanto, 2019) Pengelolaan BMD yang baik tidak 

hanya berfungsi sebagai penunjang administrasi pemerintahan, tetapi juga memiliki nilai ekonomi 

yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu, 

pemerintah daerah dituntut untuk mampu mengelola aset secara efektif, efisien, transparan, dan 

akuntabel agar memberikan manfaat ekonomi maupun sosial secara optimal. 

Pengelolaan Barang Milik Daerah di Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah serta Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2020 sebagai perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Regulasi tersebut 

menegaskan bahwa pengelolaan aset daerah meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, 

penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengamanan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, 

penatausahaan, hingga pembinaan dan pengawasan. (Rahmawati et al., 2022) Dengan adanya regulasi 

tersebut, pemerintah daerah diharapkan mampu mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah sehingga 

dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan pendapatan 

daerah. 

Dalam praktiknya, pengelolaan Barang Milik Daerah masih menghadapi berbagai 

permasalahan. Banyak pemerintah daerah belum mampu melaksanakan penatausahaan aset secara 

tertib, khususnya terkait inventarisasi, pencatatan, dan penilaian aset tetap  (Prasetyo, 2017). Selain itu, 

masih terdapat aset daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal sehingga belum memberikan 

kontribusi signifikan terhadap PAD. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan aset daerah 

tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif, tetapi juga berkaitan erat dengan kemampuan 

pemerintah daerah dalam mengelola potensi ekonomi daerah. 

Besarnya nilai kekayaan daerah mencerminkan kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola 

sumber daya yang dimiliki. (Riyanto et al., 2024) Pemerintah daerah umumnya berupaya menyajikan 

laporan keuangan yang baik untuk memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan 

Pemeriksa Keuangan (BPK). Namun demikian, opini WTP tidak selalu menunjukkan bahwa 

pengelolaan aset daerah telah optimal. Masih banyak pemerintah daerah yang menghadapi kendala 
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dalam penyajian nilai aset secara wajar sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan karena keterbatasan 

sistem maupun sumber daya manusia dalam pengelolaan aset daerah. 

Permasalahan tersebut juga terjadi pada Pemerintah Kota Malang. Berdasarkan hasil 

pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Timur selama periode 2021–2024, 

masih ditemukan berbagai permasalahan terkait pengelolaan Barang Milik Daerah di Kota Malang. 

Permasalahan tersebut meliputi pencatatan aset yang belum tertib, data inventarisasi yang belum 

lengkap, serta masih adanya aset yang belum memiliki kejelasan status penggunaan dan 

pemanfaatannya (R. Sari et al., 2022). Selain itu, Pemerintah Kota Malang juga menghadapi kendala 

dalam penyesuaian penatausahaan aset terhadap penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

47 Tahun 2021 mengenai penatausahaan Barang Milik Daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa 

pengelolaan aset daerah di Kota Malang masih memerlukan optimalisasi agar aset yang dimiliki dapat 

dimanfaatkan secara maksimal dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli 

Daerah. 

Rendahnya optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan Barang Milik Daerah tersebut dapat 

berdampak pada kecilnya kontribusi aset daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. Apabila kondisi 

ini terus terjadi, maka potensi penerimaan daerah dari pemanfaatan aset tidak dapat dimaksimalkan 

sehingga pemerintah daerah berisiko mengalami keterbatasan dalam meningkatkan kemandirian 

fiskal daerah. Selain itu, aset yang tidak dimanfaatkan secara optimal juga dapat menimbulkan beban 

biaya pemeliharaan serta meningkatkan risiko terbengkalainya aset daerah (Gultom et al., 2020). 

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pengelolaan Barang Milik Daerah 

memiliki pengaruh terhadap optimalisasi Pendapatan Asli Daerah. Penelitian terdahulu umumnya 

membahas efektivitas penatausahaan aset, pemanfaatan aset daerah, serta pengaruh pengelolaan aset 

terhadap kualitas laporan keuangan daerah(Indra Mardeni Putra et al., 2025). Namun, sebagian besar 

penelitian masih berfokus pada aspek administrasi dan akuntabilitas pengelolaan aset, sedangkan 

penelitian mengenai kontribusi pemanfaatan sewa Barang Milik Daerah terhadap PAD masih relatif 

terbatas, khususnya pada Pemerintah Kota Malang periode 2021–2024. Selain itu, perubahan regulasi 

terkait pengelolaan dan penatausahaan aset daerah juga memerlukan kajian yang lebih aktual 

mengenai implementasinya di pemerintah daerah (Lubis et al., 2024). 

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat research gap berupa masih terbatasnya penelitian yang 

mengkaji pengelolaan Barang Milik Daerah secara komprehensif sekaligus menganalisis kontribusi 

pemanfaatan aset daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Kota Malang. Oleh 

karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengelolaan Barang Milik Daerah dalam 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Malang tahun 2021–2024, serta mengetahui sejauh mana 

kontribusi pemanfaatan sewa aset daerah terhadap PAD Kota Malang. Penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian pengelolaan aset daerah serta menjadi 

bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas pemanfaatan Barang Milik 

Daerah (Perspektif & Darussalam, 2019).  

 

METODE  
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualititatif. Pendekatan 

kualitatif digunakan untuk menganalisis kontribusi pemanfaatan sewa Barang Milik Daerah (BMD) 

terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang tahun 2021–2024. Penelitian deskriptif bertujuan 

untuk menggambarkan secara sistematis mengenai pengelolaan aset daerah melalui pemanfaatan sewa 

dalam meningkatkan PAD Kota Malang. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh melalui 

dokumentasi. Dokumentasi yang digunakan berupa laporan realisasi pemanfaatan sewa Barang Milik 

Daerah, laporan Pendapatan Asli Daerah Kota Malang tahun 2021–2024, peraturan perundang-
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undangan, kebijakan terkait pengelolaan aset daerah, serta dokumen pendukung lainnya yang relevan 

dengan penelitian (Zaini S., 2021). 

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan mengumpulkan 

berbagai dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan aset daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kota 

Malang. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan analisis kontribusi untuk mengetahui 

besarnya kontribusi pemanfaatan sewa Barang Milik Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. Rumus 

analisis kontribusi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut (S. R. Sari et al., 2023): 

 

Kontribusi = 
Realisasi Pemanfaatan Sewa

Realisasi Pendapatan Asli Daerah
 x100% 

 

Kriteria yang digunakan dalam menilai kontribusi pemanfaatan sewa barang milik daerah 

terhadap pendapatan asli daerah, sebagai berikut : 

Tabel 1. 

Klasifikasi Kontribusi Persentase Pemanfaatan Barang Milik Daerah 

Persentase Kriteria 

0,00% - 10% Sangat Kurang 

10,00% - 20% Kurang 

20,00% - 30% Sedang 

30,00% - 40% Cukup Baik 

40,00 % - 50% Baik 

Diatas 50% Sangat Baik 

 

PEMBAHASAN 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan daerah yang diperoleh dari 

pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain 

pendapatan asli daerah yang sah. (Jeri Muchadi & Hendrik Gamaliel, 2025) Dalam penelitian ini, data 

yang dianalisis meliputi realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Malang tahun 2021–2024 serta 

kontribusi pemanfaatan sewa Barang Milik Daerah (BMD) terhadap Pendapatan Asli Daerah. Berikut 

pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kota Malang seperti pada tabel 2. Sebagai Berikut : 

Tabel 2. 

Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kota Malang Tahun 2021-2024 

Tahun 
Realisasi Penerimaan 

Pad (Rp) 

Anggaran Pendapatan 

Asli Daerah 
Pertumbuhan PAD (Rp) 

Persentase 

(%) 

2020  Rp  491.189.123.651,49    0 -2,09% 

2021  Rp  603.790.722.671,00   Rp     614.067.445.482,00  (Rp   10.276.722.811,00)  0,05% 

2022  Rp  718.337.293.395,35   Rp     718.028.603.480,00  Rp         308.689.915,35  -29,19% 

2023  Rp  792.120.013.218,17   Rp  1.001.792.007.861,00  (Rp   209.671.994.642,83) -10,76% 

2024  Rp  885.318.495.121,91   Rp      970.521.536.360,00  (Rp     85.203.041.238,09) 0,00% 

Sumber: Laporan Keuangan Kota Malang Tahun 2021-2024 ( https://malangkota.go.id/lkjip ) 

 
Berdasarkan Tabel 2 diketahui bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang 

selama tahun 2020–2024 cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Realisasi PAD tertinggi 

terjadi pada tahun 2024 sebesar Rp885.318.495.121,91, sedangkan realisasi terendah terjadi pada tahun 

2020 sebesar Rp491.189.123.651,49. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu 

meningkatkan penerimaan daerah dari berbagai sumber PAD. Pada tahun 2021 realisasi PAD 
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meningkat menjadi Rp603.790.722.671,00 dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut 

menunjukkan adanya perbaikan penerimaan daerah setelah sebelumnya mengalami penurunan. 

Tahun 2022 realisasi PAD kembali meningkat menjadi Rp718.337.293.395,35. Selanjutnya pada tahun 

2023 realisasi PAD mencapai Rp792.120.013.218,17 dan kembali meningkat pada tahun 2024 menjadi 

Rp885.318.495.121,91. 

Dalam penelitian ini, pengelolaan Barang Milik Daerah meliputi beberapa tahapan, yaitu 

perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, penghapusan, 

dan penatausahaan. Tahapan tersebut dilakukan untuk menciptakan pengelolaan aset daerah yang 

tertib, efektif, dan mampu memberikan manfaat bagi pemerintah daerah, khususnya dalam 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Dewi Sutra & Ilham Wahyudi, 2022). Pemanfaatan Barang 

Milik Daerah melalui sistem sewa merupakan salah satu bentuk optimalisasi aset daerah yang 

dilakukan pemerintah daerah untuk memperoleh pendapatan (Sarifudin Yusuf & Sarwani, 2024). 

Pemanfaatan tersebut dilakukan terhadap aset berupa tanah, bangunan, kendaraan, gudang, rumah 

dinas, kantin, alat berat, dan aset lainnya yang dapat dimanfaatkan oleh pihak ketiga dalam jangka 

waktu tertentu dengan imbalan berupa pembayaran sewa (Agung Zulqurnaen & Nur Asiah, 2026). 

Tabel 3.  

Kontribusi Pemanfaatan Sewa Barang Milik Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota 

Malang 2021-2024 

Tahun 
Realisasi Pemanfaatan 

Sewa BMD (Rp) 

Realisasi Pendapatan Asli 

Daerah (Rp) 

Persentase 

(%) 
Kriteria 

2021  Rp   68.258.906.470,00   Rp      603.790.722.671,00  11,30%  Kurang 

2022  Rp   28.287.879.916,00   Rp      718.337.293.395,35  3,94% Sangat Kurang 

2023  Rp   24.920.966.801,00   Rp      792.120.013.218,17  3,15% Sangat Kurang 

2024  Rp   24.014.596.058,91   Rp      885.318.495.121,91  2,71% Sangat Kurang 

Rata-

rata 
 Rp 127.471.402.201,73   Rp 2.335.577.653.065,00  4,85% Sangat Kurang 

Sumber: Laporan Keuangan Kota Malang Tahun 2021-2024 ( https://malangkota.go.id/lkjip ) 

 

Berdasarkan Tabel 3, kontribusi pemanfaatan sewa Barang Milik Daerah (BMD) terhadap 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang selama periode 2021–2024 menunjukkan tren yang 

cenderung menurun. Pada tahun 2021 kontribusi sewa BMD mencapai 11,30%, yang merupakan nilai 

tertinggi selama periode pengamatan. Tingginya kontribusi tersebut menunjukkan bahwa penerimaan 

dari pemanfaatan aset daerah melalui mekanisme sewa masih memberikan peranan yang cukup 

signifikan dalam mendukung PAD Kota Malang. 

Pada tahun 2022 kontribusi sewa BMD mengalami penurunan menjadi 3,94%. Penurunan ini 

terjadi karena peningkatan PAD tidak diikuti oleh kenaikan penerimaan sewa BMD yang sebanding. 

Kondisi tersebut berlanjut pada tahun 2023, di mana kontribusi kembali menurun menjadi 3,15%. 

Meskipun PAD mengalami peningkatan, penerimaan dari sewa BMD justru mengalami penurunan 

sehingga proporsi sumbangannya terhadap PAD semakin kecil. Pada tahun 2024 kontribusi sewa BMD 

tercatat sebesar 2,71%, yang merupakan nilai terendah selama periode penelitian. Hasil ini 

menunjukkan bahwa pertumbuhan PAD Kota Malang lebih banyak berasal dari sumber pendapatan 

lainnya dibandingkan dari pemanfaatan aset daerah melalui skema sewa. Dengan demikian, meskipun 

pemanfaatan sewa BMD tetap memberikan tambahan pendapatan bagi daerah, peranannya terhadap 

keseluruhan PAD masih relatif rendah. 

Secara keseluruhan, kontribusi rata-rata sewa BMD terhadap PAD Kota Malang selama tahun 

2021–2024 sebesar 4,85%. Berdasarkan kriteria kontribusi keuangan daerah, nilai tersebut termasuk 

dalam kategori sangat kurang, yang mengindikasikan bahwa optimalisasi pemanfaatan aset daerah 

https://malangkota.go.id/lkjip
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melalui mekanisme sewa masih belum mampu menjadi sumber pendapatan yang signifikan bagi 

daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan efektivitas pengelolaan dan 

pemanfaatan aset yang dimiliki agar potensi penerimaan dari sewa BMD dapat lebih optimal dan 

memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap PAD. 

Rendahnya kontribusi tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan aset daerah melalui sistem 

sewa belum dikelola secara optimal. Beberapa faktor yang dapat memengaruhi rendahnya kontribusi 

tersebut antara lain masih kurangnya inventarisasi aset daerah, belum optimalnya pemanfaatan aset 

yang tersedia, lemahnya pengawasan pengelolaan aset, serta masih adanya aset yang belum memiliki 

status penggunaan yang jelas (Alfiyan Nur Rohman & Martinus Budiantara, 2024). Secara teoritis, 

pemanfaatan Barang Milik Daerah melalui sistem sewa dapat menjadi salah satu sumber penerimaan 

daerah yang potensial apabila dikelola secara efektif dan efisien. (Lutfa Nadia & Dekeng Setyo 

Budiarto, 2021) Oleh karena itu, Pemerintah Kota Malang perlu meningkatkan strategi pengelolaan 

aset daerah melalui optimalisasi pemanfaatan aset, peningkatan pengawasan, serta perbaikan sistem 

penatausahaan aset agar mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap Pendapatan Asli 

Daerah. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota 

Malang mengalami peningkatan setiap tahunnya, kontribusi pemanfaatan sewa Barang Milik Daerah 

terhadap PAD masih berada pada kategori sangat kurang. Kondisi ini menunjukkan bahwa 

pemanfaatan aset daerah melalui sistem sewa belum mampu memberikan dampak yang signifikan 

terhadap peningkatan pendapatan daerah. Secara teoritis, pengelolaan Barang Milik Daerah yang 

optimal dapat menjadi salah satu sumber penerimaan daerah yang potensial. Pemanfaatan aset daerah 

melalui sistem sewa seharusnya mampu meningkatkan efisiensi penggunaan aset sekaligus 

memberikan tambahan pendapatan bagi pemerintah daerah (Siti Sholeha Indah & Cris Kuntadi, 2024). 

Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi yang dihasilkan masih sangat kecil 

dibandingkan total Pendapatan Asli Daerah Kota Malang. 

Rendahnya kontribusi pemanfaatan sewa BMD dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti 

belum optimalnya inventarisasi aset daerah, masih adanya aset yang belum dimanfaatkan secara 

maksimal, kurang efektifnya pengawasan pengelolaan aset, serta belum optimalnya strategi 

pemerintah daerah dalam meningkatkan nilai ekonomis aset yang dimiliki. Selain itu, kemungkinan 

masih terdapat aset yang status penggunaannya belum jelas sehingga menghambat proses 

pemanfaatan aset secara produktif. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang 

menyatakan bahwa pengelolaan aset daerah memiliki pengaruh terhadap peningkatan Pendapatan 

Asli Daerah, namun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala administratif dan teknis 

(Zulfan Heri et al., 2022). Oleh karena itu, Pemerintah Kota Malang perlu meningkatkan penatausahaan 

aset, memperkuat sistem pengawasan, serta mengembangkan strategi pemanfaatan aset yang lebih 

efektif agar Barang Milik Daerah dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap Pendapatan 

Asli Daerah secara berkelanjutan 

 

KESIMPULAN  
Penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Kota Malang 

periode 2021–2024 telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan pengelolaan aset daerah yang meliputi 

perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, penghapusan, dan penatausahaan aset. Namun, 

pemanfaatan aset daerah, khususnya melalui mekanisme sewa, belum memberikan kontribusi yang 

optimal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang ditunjukkan oleh rata-rata tingkat kontribusi 

sebesar 4,85% dan termasuk dalam kategori sangat kurang. Temuan ini memberikan kontribusi teoritis 

berupa penguatan pemahaman mengenai hubungan antara pengelolaan aset daerah dan peningkatan 

PAD, serta kontribusi praktis sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan 

pemanfaatan aset yang dimiliki. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Malang perlu meningkatkan 
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kualitas penatausahaan dan inventarisasi aset, memperkuat pengawasan, serta mengembangkan 

strategi pemanfaatan aset yang lebih produktif agar kontribusi BMD terhadap PAD dapat meningkat. 

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas 

pemanfaatan aset daerah dengan cakupan wilayah dan periode penelitian yang lebih luas sehingga 

diperoleh hasil yang lebih komprehensif. 
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